
BIIPATI KONAUIE SELATAN
PROVIISI STILAWESI TENGGARA

PERATT'RAN BT'PATI XOI{AWESELATAN
rcoMoR 4b TAHUr{ 2Ol7

TEI{TANG
PENETAPAIT JASA PENIT"AIAN DOKTIMEN AITALISIS UEI{GEIYAI DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP DAI{ PEMERIKSAAIT UPAYA PENGELOLAAN
LINGNT'ITGAN HIDT'P SERTA T'PAYA PEMENTAUAI{ LIIIGKUNGAIT HIDT'P

DENGAN RAHMAT TI'HAN YANG MATIA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2Ol2
tentang Izin Lingkungan serta pasal 30 dan pasal 31
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana penilaian
dan Pemeriksaan serta Penerbitan Izin Lingkungan,
menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal
dan Pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi
Penilai Amdal dan Tim Teloeis dibebankan kepada
Pemrakarsa;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta
adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim
Teknis dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Konawe
Selatan, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan
Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-
UPL;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang
Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan l.embaran Negara
Nomor 5285);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Amdal;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam
Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan;

1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun
2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin
Lingkungan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor
8);

13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tah:.:.n 2Ol7
tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPK-PPLH) (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Konawe Selatan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATT'RAIT BUPATI KOITAWE SELATAN TEIYTANG
PENEf,APAI{ JASA PEI{ILAIAN DOKI'UEI{ AI{AIISIS
MENGENAI DAMPAX LINGKUITGAN HIDUP DAN
PEMERIKSAAN T'PAYA PENGELOLIUTN LII{GKI'NGAI{
HIDUP SERTA I'PAYA PEMAIYTAUAT LII{GKT'IYGAN
HIDUP

I( TEITTUAIY T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Selatan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerin tahan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.

5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup yang selanjutnya disebut UKLUPL adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaran usaha/kegiatan.

6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha/kegiatan yang wajib AMDAL dan/atau UKL-UpL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin usaha/ kegiatan.

7. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang
menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana
usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

8. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

10. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar yang diakibatlan oleh suatu usaha/kegiatan.

I 1. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan
hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

12. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut ANDAL
adalah telaahan sec:rra certnat dan mendalam tentang dampak penting
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

13. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RKL
adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.

14. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RPL
adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang
bertanggun gjawab atas usaha / ke giatan yan g akan dilaksanakan.



TUJUAIT

Pasal 2

Untuk memberikan jaminan
efektifitas dalam pemberian
Pemeriksaan UKL-UPL.

kepastian hukum dan elisiensi
Jasa Penilaian Dokumen AMDAL

serta
dan

RUAITG LIITGKT'P

Paeal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Jenis-jenis kegiatan penilaian dokumen AMDAL
b. Pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen AMDAL
c. Pembiayaan penilaian dokumen

JEIVIS-JEI{IS XEGIATAIT PEITIT,AHIT DOKUMEI{ AUDAL

Pasal 4

Jenis-jenis kegiatan penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL
UPL meliputi :

a. Tata laksana pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.
b. Peninjauan lokasi/lapangan.
c. Pelaksanaan rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten.
d. Penerbitan pengumuman pada media massa.

PELAKSANAAN KEGIATAI{ PENILAIAN DOKUMEI{

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-
UPL meliputi :

a. Pemeriksaan administrasi.
b. Konsultasi publik/sosialisasi pada masyarakat terkena dampak.
c. Peninjauan lapangan/lokasi.
d. Rapat tim teknis Kerangka Acuan (l(A).
e. Rapat tim teknis ANDAL dan RKL-RPL.
f. Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten.
g. Penerbitan pengumuman pada media massa.

PEMBIAYAAIT

Pasal 6

(1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen
AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 meliputi
honorarium jasa Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis, Tenaga Ahli,
Sekretariat dan Alat T\rlis Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

(2) Pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) termasuk peninjauan
lapangan/lokasi.

(3) Pelaksanaan rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL yang
meliputi:
a. Biaya penyelenggaraan rapat;
b. Biaya transportasi local peserta rapat Tim Teknis dan rapat Komisi

Penilai AMDAL serta Sekretariat;
c. Biaya pembuatan saran, pendapat dan tanggapan;
d. Uang harian peserta rapat Tim Teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL.



(4) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini
dibebankan kepada Pemrakarsa dan sumber biaya lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEITUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Konawe Selatan.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di
pada tanggal
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Ditetapkan di Andoolo
Padatanggal lAlelrru$ea

SEKRETARIS DAERATI

2017

XAB. KO SELATAN\

)

Ir. H. $'ARIF SA"IANG. M.St
Pembina Utama Madya/Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1001

BERITA DAERAH I{ABUPATEN KOITAUIE SPLATAN TAIIUIV 2017 NOMOR 46
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PEI{ETAPAN JASA PENILNAN DOKUMEN AMDAL

LAMPIRAN

2. Jasa Tim Teknis
a. Ketua Tim Teknis
b. Sekretaris Tim Teknis
c. Anggota Tim Teknis
d. Notulis Rapat

3. Jasa Sekretariat Komisi
a. Penanggung Jawab Sekretariat
b. Korektor Dokumen
c. Tenaga Komputer
d. Pengantar Surat/ Dokumen

4. Belanja Barang Pakai Habis
a. Alat Tulis Kantor
b. Konsumsi
c. Peninjauan lokasi/ Lapangan
c. Pembersihan Ruang Rapat
d. Pengumuman Media Massa

7.000. 000,-/ kegiatan/ orang
5. 000. 000,-/kegiatan/orang
3.000.0O0,- /kegiatan/orang
2.500.0O0,-/ kegiatan/orang
2. 500.000,- / kegiatan /orang
1. 500.000,-/ kegratan/orang

750. 000,- /kegiatan/ orang
500. 000,-/kegiatan/ orang
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Rp. 1.500.O00,- / kegqatan / orang
Rp. 1.000.000,-/kegiatan/ orang
Rp. 5O0.000,-/kegratan/orang
Rp. 500.000,-/kegiatan/orang

Rp. 750.000,-/kegiatan/orang
Rp. a00.000,-/kegiatan/orang
Rp. 300.000,-/kegiatan/orang
Rp. 300.000,-/kegiatan/orang

Rp. 3.000.000,-/kegiatan
Rp. 15.00O.000,-/kegiatan
Rp. 10.000.000,-/kegiatan
Rp. 2.500.000,-/kegiatan
Rp. 2.4OO.OOO,- /kegiatan
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l Jasa Komisi Penilai Amdal Kabupaten :

a. PenanggungJawab Rp.
b. Wakil PenanggungJawab Rp.
c. Pangarah Rp.
d. Wakil Pengarah Rp.

e. Ketua Komisi Rp.
f. Sekretaris Komisi Rp.
g. Anggota Komisi Rp.
h. Notulis rapat Rp.
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